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KESIMPULAN DAN SARAN

V.I Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis mengenai

analisa yuridis pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian

uang untuk kepentingan peradilan pidana, dapat disimpulkan bahwa :

1.

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk sebuah simpanan yang
kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat
dalam bentuk kredit maupun Dbentuk lainnya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, bank
selaku agent of trust harus menjaga kerahasiaan data milik
nasabahnya atau yang sering disebut rahasia bank. Mengenai
kerahasian bank Negara Indonesia menganut teori nisbi
sehingga bank-bank ada di seluruh Indonesia dapat melakukan
pengecualian dalam pembukaan rahasia bank. Salah satu
pengecualian dalam pembukaan rahasia bank tersebut yaitu
untuk kepentingan peradilan pidana. Pengecualian dalam
pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana,
Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin
kepada Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa, dan Hakim
untuk memperoleh keterangan dari pihak bank mengenai
keadaan keuangan milik tersangka. Izin yang dimaksud dalam
penjelasan tersebut harus dimintakan tertulis dari pihak Kepala
Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua
Mahkamah Agung, permintaan sebagaimana dimaksud diatas
harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim,
nama tersangka atau terdakwa, sebab-sebab keterangan

diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan
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dengan keterangan-keterangan yang diperlukan. Prosedur
pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana
dapat dilihat dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor
2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Setelah
pihak Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua
Mahkamah Agung,mendapatkan izin dari pimpinan Bank
Indonesia, pihak-pihak tersebut dapat melakukan pemblokiran
atau penyitaan simpanan nasabah yang menjadi seorang

tersangka atau terdakwa.

Bank Indonesia selaku bank sentral dapat mengawasi
seluruh aktivitas lalu lintas pembayaran di sektor jasa keuangan
di seluruh Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap
bank-bank yang ada di Indonesia. Namun munculnya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan membuat tugas Bank Indonesia yang dapat
melakukan pengawasan tersebut beralih kepada Otoritas Jasa
Keuangan karena lembaga ini merupakan lembaga yang
bersifat independen yang bertugas untuk melakukan
pengawasan di setiap aktivitas di sektor jasa keuangan dan
melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di
Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang
dapat dilihat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan. Kewengan Otoritas Jasa Keuangan
pun selaras dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal
35 Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia. Oleh karena itu, meskipun permintaan pembukaan
rahasia bank dalam pencucian uang untuk kepentingan

peradilan pidana dimintakan kepada pimpinan Bank Indonesia,
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namun pihak Otoritas Jasa Keuangan berhak melakukan

pengawasan terhadap pembukaan rahasia bank tersebut.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan
atau suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang melakukan
tindak pidana pemutihan hasil dari suatu kejahatan dengan cara
menyembunyikan asal-usul perolehan hasil kekayaan dari hasil
tindak pidana pemutihan seolah-olah menjadi hasil kekayaan
yang sah. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang
dapat membedakan dari tindak pidana lainnya yaitu adanya
transaksi keuangan yang mencurigakan. Selain itu juga, tindak
pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi apabila predicate
crime belum terjadi terlebih dahulu yang berarti tindak pidana
pencucian uang sangat tergantung pada adanya kejahatan asal,
meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan
sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pelaku tindak pidana pencucian wuang sebelum
menjalankan persidangan akan dilakukan penyidikan terlebih
dahulu oleh penyidik. Penyidik sendiri terdiri dari Penyidik
Pejabat Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik
Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia yang memiliki pangkat paling rendah sebagai Ajun
Inspektur Polisi II atau Aipda atau sama dengan Pembantu
Letnan Dua yang ditunjuk atau diangkat oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Penyidik
Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil
dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun yang memiliki
pangkat paling rendah Penata Muda/golongan Ill/a dan
bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum yang

telah diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari
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Departemen yang membawahi pegawai negeri sipil yang

bersangkutan.

Kewenangan Penyidik Pejabat Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1) Kitab
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Sedangkan
kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat
dilihat dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen
Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pejabat
Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya harus sesuai
dengan lingkup kewenangannya dalam peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, dalam penelitian
ini berfokus pada tindak pidana kejahatan di sektor jasa
keuangan maka penyidik yang berwenang dalam melakukan
penyidikan dalam tindak pidana pencucian yaitu Penyidik
Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkup sektor
jasa keuangan yang dimana maksud dari hal tersebut adalah
Penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan. Penyidik Otoritas Jasa
Keuangan terdiri dari Penyidik Pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri
Sipil yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa
keuangan. Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang
merupakan Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia dapat dilihat dalam penjelasan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan kewenangan
Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Penyidik
Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dalam pasal 49 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan. Dengan demikian penyidik yang berhak
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melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang
yaitu penyidik Otoritas Jasa Keuangan baik itu Penyidik
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di
Otoritas Jasa Keuangan karena penyidik Otoritas Jasa
Keuangan merupakan bagian dari Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil yang berwewenang dalam lingkup sektor jasa
keuangan. Namun, penyidik Otoritas Jasa Keuangan tetap
melakukan koordinasi dengan kepolisian yang memiliki tugas

penyidikan.

V.II Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya,

penulis memberikan saran terkait permsalahan yang ada yaitu kepada

pembuat undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat. Saran dari

penulis adalah sebagai berikut :

1.

Membuat peraturan perundangan-undangan yang mengatur
mengenai pengaturan pembukaan rahasia bank dalam tindak
pidana di sektor jasa keuangan. Meskipun sudah adanya
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin
Tertulis Membuka Rahasia Bank, namun setelah adanya
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan menimbulkan kerancuan yang dimana walaupun
permintaan pembukaan rahasia bank diajukan kepada pimpinan
Bank Indonesia tetapi pihak dari Otoritas Jasa Keuangan tetap
mengawasi akan hal tersebut. Dalam hal permintaan atau

pengajuan pembukaan rahasia bank dengan pengawasan
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terhadap pembukaan rahasia bank tersebut, menurut pandangan
penulis merupakan suatu tindakan yang sama satu lain karena
meskipun pengajuan atau permintaan pembukaan rahasia
tersebut telah disetujui maka pihak yang menyetujui tersebut
pasti akan tetap melakukan pengawasan terlebih dahulu data-
data apa saja yang akan diminta oleh penyidik. Sehingga perlu
dibuat peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan
pembukaan rahasia bank terutama dalam tindak pidana di
sektor jasa keuangan.

Dalam hal penyidikan meskipun telah adanya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang
mengatur mengenai penyidik yang berhak melakukan
penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan,
namun sebaiknya pengaturan penyidik yang berhak melakukan
penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan
dicantumkan juga pada peraturan perundang-undangan yang
mengenai pengaturan pembukaan rahasia bank dalam tindak

pidana di sektor jasa keuangan.
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